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BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Instansi merupakan suatu kegiatan usaha mendapatkan laba/keuntungan,

disamping itu tujuan lainnya adalah untuk memberikan tanggung jawab kepada

masyarakat. Hal ini disebabkan karena laba/keuntungan merupakan salah satu

tolak ukur keberhasilan instansi dalam menjalankan usahanya dan dengan

memperoleh keuntungan yang maksimal akan dapat menjamin kelangsungan

hidup perusahaan dimasa yang akan datang. Dalam mencapai hal tersebut instansi

harus mempunyai perhatian yang tinggi terhadap perbaikan social ekonomi dan

lingkungan yang luas yaitu perlu adanya koordinasi yang baik dalam menjalankan

seluruh kegiatan operasional.baik dibidang produksi, bidang pemasaran, bidang

keuangan.

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran juga memiliki peran yang

sangat penting. Hal ini karena berhubungan dengan kegiatan yang akan

dilaksanakan dimasa mendatang. Pemikiran strategis pada instansi adalah proses

dimana manajemen berpikir tentang pengintegrasian aktivitas organisasional

kearah tujuan yang berorientasi kesasaran masa mendatang. Dengan demikian, hal

ini akan direalisasikan dalam berbagai perencanaan, dan proses integrasi

keseluruhan yang didukung prosedur penganggaran bagi instansi tersebut.

Kebijakan dan prosedur yang bermakna serta dianggap baik adalah

komponen penting dari sistem manajemen keuangan yang kuat. Hal tersebut

digunakan untuk menetapkan pengendalian internal instansi dan untuk

memastikan kesesuaian dengan standart peraturan. Kondisi ini karena banyak

penyandang dan nirlaba mengharapkan penerima untuk mematuhi pedoman

kebijakan dan prosedur khusus. Selain itu, mendokumentasikan kebijakan fisikal

organisasi yang berfungsi sebagai alat penting untuk memperjelas peran dan

tanggung jawab pada akhirnya untuk memastikan bahwa data keuangan organisasi

adalah dasar yang akurat dan dapat diselesaikan untuk pengambilan keputusan

organisasi.
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Dinas PU Pengairan  merupakan lembaga yang memiliki peran penting

dalam membangun ketertiban dan kenyamanan pada suatu desa. Sebagai lembaga

yang menangani langsung terkait dengan pembangunan didaerah-daerah lingkup

desa. Pengairan juga memiliki beberapa program yang menjadi focus dalam

menyejahterakan lingkungan. Sementara itu program-program tersebut juga kerap

kali terdapat masalah seperti adanya keterlambatan pencairan dana, double entry,

dan beberapa kasus lainnya. Sehingga hal ini, akan berdampak cukup signifikan

terhadap proses keberlangsungan pembangunan di daerah tersebut.

Kabupaten jember merupakan daerah yang masih tergolong dalam

kategori wilayah yang sedang berkembang. Hal ini terlihat dari potensi-potensi

serta proses pembangunan masyarakat yang terdapat didaerah tersebut juga dapat

dikatakan masih belum terstruktur dengan baik. Kondisi ini diperkuat dengan

adanya permasalahan terkait dengan proses-proses perolehan dana melalui

program yang menjadi belanja rutin tiap tahun yang dikeluarkan oleh Dinas PU

Pengairan untuk memenuhi kebutuhan dalam jaringan irigasi di daerah Kabupaten

Jember.

Pencairan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada

dasarnya merupakan sarana pengeluaran untuk membiayai belanja negara.

pencairan dana tersebut harus sesuai dengan prosedur yang ada tanpa ada rekayasa

di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan prosedur yang tepat untuk digunakan

sebagai bahan acuan, serta diperlukan pula koordinasi yang baik dengan instansi

terkait yang berada dibawahnya.

Anggaran dibuat dengan maksud agar sisi penerimaan dan pengeluaran

Negara dapat terarah untuk kepentingan yang lebih bermanfaat. Pemerintah harus

mengendalikan pengeluaran agar tidak terjadi kebocoran pada pengeluaran yang

tidak sesuai dengan tujuannya.

Pengelolaan keuangan suatu instansi dilingkungan pemerintah yang

diberikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

barang/jasa dengan cara pencairan dana anggaran. Tujuannya untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.
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Berdasarkan uraian diatas, Praktek Kerja Nyata ini, keinginan untuk

mengetahui lebih dalam tentang proses dan system pencairan pada dana anggaran

SKPD di kantor pekerjaan umum pengairan kabupaten jember maka saya tertarik

untuk mengadakan penelitian dengan judul “PROSEDUR ADMINISTRASI

PENCAIRAN DANA ANGGARAN SKPD PADA DINAS PEKERJAAN

UMUM PENGAIRAN KABUPATEN JEMBER ”

1.2 Tujuan Dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

a. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pencairan dana anggaran

SKPD pada Dinas PU Pengairan di Kabupaten Jember; dan

b. Untuk membantu pelaksanaan pencairan dana anggaran SKPD pada Dinas

PU Pengairan di Kabupaten Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman praktis secara lansung

tentang pelaksanaan kegiatan prosedur pencairan dana anggaran SKPD pada

Dinas PU Pengairan di Kabupaten Jember.

1.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata

Obyek pelaksanaan praktek kerja nyata ini dilaksanakan di Kantor Dinas

Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Jember, yang berlokasi di jl

Brawijaya No.63 Jember, jawa timur.

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata ini dilaksanakan dalam jangka waktu ± 144 jam efektif

yang dilaksanakan pada bulan februari 2016, terhitung mulai dari 22

februari – 22 Maret 2016.
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Jam kerja yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Jember

adalah :

Senin – Kamis : 07:00 – 15.00 ( Istirahat 12:00 – 13:00 )

Jumat : 07:00 – 14:30 ( Istirahat 11:00 – 13:00 )

Sabtu – minggu : Libur

1.3.3 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

No Jenis Kegiatan
Minggu

I II III IV

1. Penyerahan surat-surat fakultas kepada perusahaan.

2. Perkenalan dengan pihak-pihak perusahaan.

3. Menerima penjelasan tentang gambaran umum

perusahaan.

4. Meminta penjelasan tentang latar belakang, sejarah,

dan struktur organisasi perusahaan.

5. Meminta petunjuk tentang hal-hal yang berhubungan

dengan judul laporan.

6. Mencatat dan mengumpulkan formulir dan hal-hal

penting yang akan dilakukan dalam laporan.

7. Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing.

8. Menyusun laporan Praktek Kerja Nyata.

9. Penutupan Praktek Kerja Nyata.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


5

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Prosedur

Menurut Ardiyos (2014:734) menyatakan bahwa prosedur adalah bagian

system yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang

dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu

kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulangkali dan dilaksanakan secara

seragam. Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan klerikal (clerical),

biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk

menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi

perusaahaan yang sedang terjadi (Baridwan, 2009;30). Jadi prosedur merupakan

urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang, untuk melaksanakan pekerjaan

tertentu, yang biasanya saling berhubungan dan mempengaruhi sehingga jika

salah satu tidak ada maka suatu prosedur tidak akan terlaksana dengan baik seperti

yang diinginkan.

2.1.2 Pengertian, Ciri dan Fungsi Administrasi

Secara Umum, Pengertian Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang

berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan.

Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi dari catat-mencatat,

surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang

memiliki sifat teknis ketatausahaan. Sedangkan pengertian administrasi bersifat

luas adalah seluruh proses kerja sama dari dua orang atau lebih dalam mencapai

tujuan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan

berhasil guna.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


6

terdapat beberapa pengertian administrasi yang dikemukakan para ahli dalam

mendefinisikannya. Pengertian administrasi menurut para ahli adalah sebagai

berikut :

Pengertian administrasi menurut Arthur grager adalah fungsi tata

penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan warkat suatu

organisasi. Pengertian administrasi menurut George Terry adalah perencanaan,

pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan

mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian administrasi menurut Sondang P.Siagian adalah keseluruhan

dari proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan dari atas

rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya. Menurut William Leffingwell dan Edwin Robinson, pengertian

administrasi adalah cabang ilmu manajemen yang berkenaan dengan pelaksanaan

pekerjaan perkantoran secara efisien, kapan, dan dimana pekerjaan tersebut harus

dilakukan. Menurut Ulbert, pengertian administrasi secara sempit didefinisikan

sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik

internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta

memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh.

Sedangkan pengertian administrasi dalam arti sempit dikenal dengan istilah tata

usaha.

Ciri-Ciri antara lain sebagai berikut..

a. terdapat kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau dengan lebih;

b. terdapat kerja sama ;

c. terdapat proses atau usaha;

d. terdapat bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan; dan

e. terdapat tujuan.
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Fungsi Administrasi - Adapun fungsi administrasi adalah sebagai berikut..

1) Planning (Perencanaan) adalah penyusun perencanaan memerlukan

kegiatan adminitrasi, seperti pengumpulandata, pengolahan data,

penyusunan perencanaan.

2) Organizing (pengorganisasian) adalah aktivitas menyusun dan membentuk

hubungan-hubungan kerja anatara orang-orang sehingga terwujud suatu

kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

3) Staffing adalah salah satu fungsi dari manajemen yang menyusun

personalia pada suatu organiasik mulai dari merekrut tenaga kerja,

pengembangannya sampai dengan usaha untuk setiap tenaga petugas

memberi daya guna yang maksimal kepada organisasi.

4) Directing (pengarahan atau bimbingan) adalah fungsi manajemen yang

berhubungan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, untuk

tugas yang dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju dari yang

telah ditetapkan semula.

5) Coordinating adalah sebagian dari fungsi manajemen untuk melakukan

sejumlah kegiatan agar berjalan baik dengan menghindari terjadinya

kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan yang dilakukan dengan

menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan

sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam usaha untuk mencapai

tujuan organisasi.

6) Reporting adalah manajemen yang berada pada penyampaian

perkembangan atau hasil dari kegaitan dengan pemberian keterangaan dari

tugas dan fungsi para pejabat yang lebih tinggi baik lisan maupun tulisan

sehingga dalam menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang

pelakasanaan tugas orang yang memberi laporan.
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7) Budgeting adalah suatu kegaitan yang mengelola dan perencanaan yang

berkelanjutan mengenai keuangan atau anggaran.

2.1.3 Pengertian Dana

Ardiyos (2005:451) mendefinisikan dana berarti uang, surat berharga, serta harta

lainnya yang sengaja disisihkan bagi suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Sedangkan dana menurut kasmir (2008:17), mengemukakan bahwa :

a. dana dianggap sebagai kas;

b. dana dianggap sebagai uang yang disimpan di bank dalam bentuk

giro atau tabungan;

c. dana dianggap sebagai modal kerja;

d. dana dianggap sebagai seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan; dan

e. dana dianggap sebagai aktiva yang memiliki sifat sama dengan kas.

Siregar (2000:8) mendefinisikan dana adalah kesatuan akuntansi dan fiscal

yang memiliki seperangkat akuntansi yang berimbang sendiri untuk mencatat kas

dan sumber keuangan lainnya, bersama-sama dengan utang dan saldo ekuitas,

serta perubahan-perubahan yang terjadi untuk mencapai tujuan tertentu sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dan batasan-batasan lain. Dana menurut

Kusnadi (2000:98) adalah uang atau segala sesuatu yang dinamakan dengan uang

yang berada dalam satu kesatuan fiscal dan akuntansi yang dapat dijadikan

sebagai alat pembayaran yang dimiliki oleh organisasi non bisnis, baik untuk

pembayaran aktivitas rutin maupun aktivitas tidak rutin (proyek).
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Macam-macam dana organisasi Pemerintah menurut Kusnadi (2000:98) adalah

dana pemerintah dan dana kepemilikan :

1) Dana Pemerintah

Merupakan pemasukan (segresation) sumber daya keuangan yang

dikaitkan dengan berbagai tujuan pemakaian dari akuntansi pemerintah

dan utang akan dikaitkan dengan dana pemerintah yang nantinya akan

dipakai untuk melunasi. Yang termasuk dana pemerintah Kusnadi

(2000:99) adalah dana umum, dana pendapatan khusus, dana proyek

modal, dana pelunasan utang, dan dana pemungutan khusus :

a) Dana Umum (general fund)

Dana yang digunakan untuk menyelenggarakan aktivitas dan tugas

pokok serta rutin dari pemerintah.

b) Dana Pendapatan Khusus (special revenue fund)

Dana yang diperoleh dari sumber-sumber khusus yang akan

dipergunakan untuk menyelenggarakan aktivitas dan tugas khusus

dari suatu unit pemerintah.

c) Dana Proyek Modal (capital project fund)

Dana yang digunakan untuk membangun berbagai fasilitas yang

nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum.

d) Dana Pelunasan utang (debet service fund)

Umumnya unit pemerintah akan mencari perolehan dan khusus

untuk melunasi utang yang dipinjam. Dana yang dikumpulkan untuk

digunakan melunasi utang ini disebut dengan pelunasan utang.
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e) Dana Pemungutan Khusus (special assessment fund)

Dana yang diperoleh dari pemungutan-pemungutan khusus yang

dikenakan kepada masyarakat karena adanya keperluan atau tujuan

khusus.

2) Dana Kepemilikan

Dana ini sering disebut dengan dana no belanja atau dana tipe komersial

karena dapat digunakan sebagai dana yang ada didalam organisasi bisnis.

Yang termasuk dana kepemilikan, Kusnadi (2000:100) adalah dana

perusahaan, dana pelayanan internal, dan dana kepercayaan :

a) Dana Perusahaan/Dana Bisnis (enterprice fund)

Dana yang digunakan untuk mendirikan perusahaan yang nantinya dari

perusahaan tersebut akan diperoleh penghasilan (laba) yang kemudian

akan dijadikan sebagai unsur penerimaan daerah.

b) Dana Pelayanan Internal (internal service fund)

Dana yang dapat digunakan oleh unit pemerintah yang lain oleh unit

pemerintah yang bersangkutan.

c) Dana Kepercayaan

Dana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan aktiva (harta)

yang dikuasai untuk pemerintah sebagai agen atau wali bagi unit

pemerintah yang lain, wali dari organisasi swasta atau wali dari para

individu. Yang termasuk dalam dana kepercayaan, Kusnadi (2000:100)

adalah dana amanat, dana perantara, dana jasa antar instansi

pemerintah, dana amanat belanja, dan dana pensiun :
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i. Dana Amanat (trust fund)

Dana pihak lain yang dipercayakan kepada pemerintah untuk

dikelola, dalam hal ini pemerintah memperoleh amanat dari pihak

lain.

ii. Dana Perantara (agency fund)

Dari pihak lain yang dipercayakan kepada pemerintah untuk

dikelola, hal ini pemerintah bertindak sebagai agen atau sebagai

perantara pihak lain.

iii. Dana Jasa Antar Instansi Pemerintah (governmental service fund)

Dana yang disediakan untuk mencatat berbagai pembiayaan

pelayanan dana jasa antar instansi pemerintah yang ditujukan atau

yang diperlukan oleh unit pemerintah yang lain.

iv. Dana Amanat Belanja (expendable trust fund)

Dana yang diperoleh dari unit pemerintah yang lain atau organisasi

lain yang dapat dibelanjakan sesuai persetujuan yang telah

disepakati.

v. Dana Pensiun (pension trust fund)

Dana yang diperoleh unit pemerintah yang dikelola dan hasilnya

ditujukan untuk membayar pensiunan pegawai pemerintah.
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2.1.4 Pengertian, Jenis, dan Fungsi Anggaran

Berdasarkan Mulyadi (2001:2) menjelaskan bahwa sistem merupakan

jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan

kegiatan pokok perusahaan atau sekelompok unsur yang erat hubunggan satu

dengan yang lain dan berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Mardiasmo (2009) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja

yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran

finansial.

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan

ekonomi. Anggaran sebagai instrumen kebijakan ekonomi berfungsi untuk

mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan

pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Ada beberapa alasan penyebab anggaran dianggap penting, Mardiasmo (2009)

yaitu :

a. anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan

pembangunan social ekonomi, menjamin kesinambungan, dan

meningkatkan kualitas hidup masyarakat;

b. anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat

yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang

ada terbatas; dan

c. anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah

bertanggung jawab terhadap rakyat.
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Sedangkan fungsi utama anggaran, Mardiasmo (2009) adalah :

1) Alat perencanaan;

2) Alat pengendalian;

3) Alat kebijakan fiscal;

4) Alat politik;

5) Alat koordinasi dan komunikasi;

6) Alat penilaian kinerja;

7) Alat motivasi; dan

8) Alat menciptakan ruang public.

2.2 Juklak dan Juknis

2.2.1 Akuntansi Pemerintah (Governmental Accounting)

Prosedur Akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai

dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan

secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. (PERMENDAGRI

Nomor 13 Tahun 2006). Menurut Accounting Principle Board yang

dikutip oleh Halim (2006:26) Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa,

fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan

tentang entisitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam

pengambilan keputusan ekonomik dalam membuat pilihan-pilihan yang

nalar diantara alternatif arah dan tindakan.

Akuntansi Pemerintah termasuk pula akuntansi lembaga-lembaga

nonprofit atau institusional accounting, mengkhususkan pada masalah

pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan
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organisasi nonprofit lainnya, seperti : masjid, yayasan, rumah sakit, dan

lembaga-lebaga pendidikan. Fungsi akuntansi pemerintah adalah

menyediakan laporan akuntansi yang bermanfaat mengenai aspek

kepengurusan (bussines aspect) administrasi pemerintah, serta membantu

manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas pengeluaran melalui

anggaran, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

2.2.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

a. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia tahun 1945.

b. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai

dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

c. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan peraturan daerah.

e. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
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f. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

SKPD yang dipimpinnya.

g. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah

dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

h. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah

dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

i. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya Disingkat TAPD

adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan

dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas yang

menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam

rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat

Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan

kebutuhan.

j. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1

(satu)tahun.

k. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang selanjutnya disingkat

PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas

maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap

program sebagai acuan dalam penyusuna RKA-SKPD sebelum

disepakati oleh DPRD.
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l. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-

SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi

rencana pendataan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

m. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat

DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan

pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh

pengguna anggaran.

2.2.3 Ketentuan Umum Bendahara Pengeluaran

Ketentuan umum bendahara pengeluaran yang telah diatur Menurut

Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006. Bendahara Pengeluaran SKPD

bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,

dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka

pelaksanaan APBD pada SKPD.

a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bendahara

pengeluaran SKPD berwenang :

1) Mengajukan permintaan pembayaran mengunakan SPP UP/GU dan

LS;

2) Menerima dan menyimpan uang persediaan;

3) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;

4) Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan program;

5) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP yang diberikan

oleh PPTK; dan
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6) Mengembalikan dokumen pendukung SPP yang diberikan oleh

PPTK apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau

tidak lengkap.

b. Dalam hal penggunaan anggaran melimpahkan sebagian

kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, ditunjuk bendahara

pengeluaran pembantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan

wewenang bendahara pengeluaran SKPD.

2.2.4 Bendahara Pengeluaran SKPD

a. Pengertian Surat Permintaan Pembayaran

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran

untuk mengajukan permintaan pembayaran. Dalam hal ini bendahara

pengeluaran menyusun dokumen SPP yang dapat berupa Uang

persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Langsung Gaji (LS-GJ).

Pengertian dari bendahara pengeluaran menyusun dokumen SPP sebagai

berikut SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS :

1) SPP Uang Persediaan (SPP-UP)

SPP Uang Persediaan adalah dokumen yang diajukan oleh

bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja bersifat

pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan

pembayaran langsung. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP

dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan

dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-

SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.
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2) SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU)

SPP Ganti Uang adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara

pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak

dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Penerbitan dan pengajuan

dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara untuk memperoleh

persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui

PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.

3) SPP Langsung (SPP-LS)

SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan adalah dokumen

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran

gaji dan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu

pembayaran tertentu. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk

pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya dilakukan oleh

bendahara untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran melalui PPK/SKPD.
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BAB III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Latar Belakang Sejarah ( Historical Back Ground )

Dinas Pekerjaan Umun Pengairan Kabupaten Jember merupakan

perangkat Pemerintah Kabupaten Jember yang dibentuk menurut perda

Kabupaten Jember No. 33 Tahun  2000 tentang SOTK ( Susunan Organisasi

dan Tata Kerja ) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Jember dan

Junctoperaturan Bupati Nomor 58 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Jember. Jaringan

yang dikelola seluas 85.530 Ha yang meliputi wilayah Kabupaten Jember.

Jaringan irigasi Bondoyudo mendapat suplay air dari Kabupaten Lumajang

seluas 11.970 Ha.

3.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum Pengairan antara lain :

a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten Jember

dalam perumusan kebijakan pengelolaan irigasi; dan

b. Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Rician tugas pokok sebagai berikut :

1) Irigasi;

2) Pengendalian atau pengelolaan banjir;

3) Reklamasi dan konservasi tanah;

4) Bidang hidroteknik;

5) Pencegahan terjadi pengotoran atau pencemaran air; dan

6) Masalah pemenuhan air dan pembuangan / penyaluran air.
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Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan antara lain :

a) Mengadakan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan

dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai perauran

perundang-undangan;

b) Pelaksanaan tugas pokok dalam pembangunan dan rehabilitasi

jaringan irigasi maupun pemeliharaannya; dan

c) Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan irigasi.

3.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah kerangka / badan bagian-bagian yang ada

dalam organisasi disusun dengan tujuan untuk memperjelas dan mempertegas

pembagian kerja hak serta wewenang. Suatu organisasi yang mempunyai

struktur organisasi yang jelas dapat melaksanakan aktifitasnya dengan lebih

terarah dan terencana, sehingga kesatuan kerja yang efektif dan efisien dapat

terwujud guna mencapai tujuan organisasi/perusahaan yang telah ditetapkan.

Berikut ini gambar struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

sebagai berikut
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Lanjutan Struktur Organisasi

SRTUKTUR ORGANISASI

DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN

KABUPATEN JEMBER

Gambar 01 : Struktur Organisasi DPU Pengairan

Sumber : DPU Pengairan Kab. Jember 2016
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3.2.1 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

terkait dengan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum

Pengairan (DPU Pengairan) terdapat beberapa uraian tugas dan tanggung

jawab sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Merumuskan program dan kebijakan-kebijakan strategis

pembangunan Dinas sesuai Rencana strategis dan Pola dasar

pembangungan;

2) Menetapkan kebijakan pembangunan Dinas sesuai dengan visi

dan misi Pemerintah Provinsi;

3) Mengkoordinasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Dinas

Pekerjaan Umum Pengairan;

4) Membina, menggerakkan dan memberdayakan sumber daya

Aparatur dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan

kepada yang memerlukan;

5) Mengendalikan dan mengawasi serta mengkoordinasi

pelaksanaan pengelolaan program dinas pekerjaan umum

pengairan;

6) Mengawasi dan menyempurnakan laporan akuntabilitas kinerja

instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum

Pengairan;

7) Mengendalikan dan mengawasi pengelolaan administrasi,

anggaran rutin dan pembangunan, pembinaan sumber daya

manusia dan pengadaan barang di lingkungan Dinas Pekerjaan

Umum Pengairan guna mendukung peningkatan kinerja

instansi;
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8) Meneliti, menyempurnakan dan menanda tangani naskah-

naskah dinas intern/ekstern di lingkungan Dinas pekerjaan

Umum Pengairan;

9) Memimpin rapat dinas intern dan rapat koordinasi dengan

instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas, pengembangan

system dan metode, serta teknis pelaksanaan program kerja;

10) Mengkaji dan mengevaluasi program-program kerja tahunan

berdasarkan realisasi pelaksanaan program dalam rangka

perumusan dan penetapan program kebijakan lebih lanjut;

11) Mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan penyuluhan

pertanian dan pengelolaan program; dan

12) Meneliti dan menyempurnakan usulan mutasi dan promosi

dalam rangka perputaran pegawai.

Tanggung Jawab Kepala Dinas yakni :

a) Kelancaraan pelaksanaan tugas;

b) Program dan kegiatan;

c) Hasil kerja selesai 100%;

d) Kebenaran data dan informasi;

e) Disiplin bawahan;

f) Pengelolaan anggaran;

g) Ketetapan waktu penyelesaian tugas;

h) Produk/output pelaksanaan tugas; dan

i) Kebenaran penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah).
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b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Mengkoordinasikan penyusunan program dan kehiatan Dinas

PU Pengairan untuk bahan penetapan kebijakan rencana

strategis dan rencana kerja;

2) Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti

perkembangannya untuk memastikan pelaksanaan tugas dapat

habis dan berjalan lancer;

3) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pekerjaan

berjalan sesuai rencana serta upaya meningkatkan kinerja SDM

bawahan;

4) Mengkoordinasi dan membimbing bawahan dalam

melaksanakan tugas agar tidak terjadi overlapping;

5) meneliti dan memberi paraf pada naskah-naskah dinas yang

akan disediakan kepimpinan untuk menghindari kesalahan;

6) Meneliti konsep usulan konsep rencana belanja operasional

serta mengkoordinasi penata usahaan, pelaporan, pertanggung

jawaban dan pengawasan keuangan di lingkungan Dinas untuk

menjamin akuntanbilitas;

7) Melakukan pembinaan administrasi kepegawaian dan

pengembangan kapasitas dalam rangka peningkatan

kesejahteraan dan kompetensi SDM;

8) Melakukan pembinaan terhadap pembayaran gaji pegawai di

lingkungan Dinas dalam rangka tertib administrasi;

9) Melakukan pembinaan terhadap rumah tangga, surat menyurat,

kearsipan, kehumasan dan keprontokolan di lingkungan Dinas;

10) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan perlengkapan dan

administrasi barang-barang inventaris Dinas;
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11) Memantau dan mengendalikan pengelolaan anggaran dan

operasional masing-masing bidang yang disesuaikan dengan

DPA (dokumen pelaksanaan Anggaran);

12) Melaksanakan perencanaan pengembangan program badan

berdasarkan realisasi program tahun berjalan dengan isu sentral

dan local;

13) Memberikan saran dan pertimbangan melalui telaah staf kepada

pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan;

14) Memverifikasi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

dan anggaran dalam rangka perwujudan akuntabilitas; dan

15) Mengikuti rapat-rapat dinas intern dan ekstern atas penugasan

pimpinan baik dilingkungan eksekutif, instansi terkait dan

DPRD.

Tanggung Jawab Sekretaris yakni :

a) Terlaksananya program kerja dan kegiatan di secretariat;

b) Terkoordinasinya kegiatan di bidang secretariat;

c) Tersusunnya laporan pertanggung jawaban kegiatan;

d) Tersusunnya AKIP (Akademi Ilmu Permasyarakatan) /LAKIP

(Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);

e) Disiplin dan kualitas kinerja pegawai; dan

f) Tertib administrasi kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat

dan anggaran.
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c. Sub. Bagian Keuangan

Tugas sub. Bagian keuangan sebagai berikut :

1) Menyusun rencana kerja dan schedule pelaksanaan tugas Sub.

Bagian Keuangan sesuai dengan program kerja secretariat

sebagai acuan kerja;

2) Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti

perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaiannya

tepat waktu;

3) Mengawasi dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas,

agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang

tinggi;

4) Mengkaji dan mengevaluasi rencana penerimaan dan belanja

dinas sesuai dengan sumber dana tahun lalu dan tahun berjalan

sebagai acuan penyusunan anggaran tahun berikutnya;

5) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka

penyusunan anggaran operasional dan kegiatan Dinas;

6) Meneliti konsep rencana penerimaan dan belanja dinas dalam

bentuk DIKDA (Daftar Isian Kegiatan Daerah) dan DUPDA

(Daftar Usulan Proyek Daerah) sebagai bahan penetapan usulan

anggaran;

7) Meneliti, menyempurnakan dan menandatangani konsep SPP

(Surat Persetujuan Pembayaran) belanja rutin, daftar gaji dan

tunjangan sesuai dengan pengajuan yang telah ditetapkan;

8) Mengendalikan keuangan anggaran rutin dan operasinal agar

sesuai dengan plafon yang telah dianggarkan;

9) Mengawasi, mengendalikan dan melakukan pembinaan

pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka tertib

administrasi keuangan;
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10) Memverifikasi dan mengevaluasi realisasi penerimaan dan

pengeluaran guna mengetahui penyerapan anggaran belanja

Dinas; dan

11) Meneliti dan menyempurnakan penyusunan laporan

pertanggung jawaban keuangan sesuai realisasi dan bukti-bukti

pengeluaran dalam rangka tertib pengelolaan keuangan.

Tanggung jawab Sub. Bagian Keuangan yakni :

a) Kebenaran dan ketelitian penyusunan anggaran belanja dinas;

b) Kebenaran pengelolaan anggaran belanja dinas;

c) Kebenaran dan ketelitian penyusuna laporan keuangan; dan

d) Ketepatan mengusulkan pembayaran gaji dan kesejahteraan

pegawai.

d. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian yakni sebagai berikut :

1) Membagi habisnya tugas bawahan;

2) Melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan Dinas;

3) Melaksanakan tata naskah dinas dan kearsipan;

4) Melaksanakan perbaikan kantor dan bagunan lain milik dinas;

5) Melaksanakan dan pelaporan bidang administrasi perkantoran

dan perlengkapan;

6) Mengurus kendaraan dan alat-alat angkutan milik Dinas;

7) Melaksanakan persiapan upacara-upacara, pertemuan dan rapat

dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;

8) Melaksanakan urusan rumah tangga dan protocol;
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9) Mengelola tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan

data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan,

kenaikan pangkat;

10) Memberhentikan dan memindahkan, cuti, bebas tugas, kenaikan

gaji berkala, pembinaan karir, pension pegawai dan lingkungan

Dinas;

11) Menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam rangka

meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta

pengembangan pegawai pendidikan dan latihan pegawai di

lingkungan Dinas;

12) Melaksanakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan

disiplin pegawai;

13) Menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan dan

perbekalan;

14) Melaksanakan tata usaha barang peralatan dan perbekalan; dan

15) Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan

inventaris barang yang dikelola maupun dikuasai Dinas.

Tanggung Jawab Sub.Bagian Umum dan kepegawaian yakni :

a) Kebenaran penyusunan program Sub. Bagian Umum dan

Kepegawaian;

b) Kebenaran pengelolaan administrasi kepegawaian dan

kesejahteraan pegawai;

c) Ketepatan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat,

kearsipan, kehumasan dan keprotokolan;

d) Ketelitian menginventaris barang inventaris dan pengelolaan

perlengkapan; dan

e) Disiplin dan laporan pegawai.
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e. Bidang Bina Manfaat

Bidang Bina Manfaat mempunyai tugas antara lain :

1) Menyiapkan bahan petunjuk dan pembinaan terhadap para

pengelola serta pemanfaatan pengairan;

2) Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang dampak

pembangunan pengairan;

3) Melaksanakan bimbingan teknis terhadap lembaga pengelola

teknik irigasi, pertambangan umum dan pengembangan sumber

daya energy non migas;

4) Melaksanakan pembinaan teknis aparatur;

5) Melaksanakan pengawasan, pengendalian air bawah tanah dan

kualitas air permukaan;

6) Melaksanakan kegiatan penertiban terhadap sempadan air,

banguna diatas jaringan irigasi dan bangunan perlengkapan;

7) Melaksanakan pengkajian permohonan ijin, penetapan ijin serta

mengawasi pelaksanaan mendirikan, mengubah atau

membongkar bangunan-bangunan lain yang berada didalam, di

atas maupun yang melintasi jaringan irigasi, drainase dan

bangunan pelengkapannya;

8) Melaksanakan pendataan dokumen inventarisasi perijinan

penggunaan air permukaan dan sumber air serta jaringan irigasi;

dan

9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang

irigasi pedesaan sesuai tugas dan fungsinya.
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f. Seksi Irigasi Pedesaan

Seksi Irigasi Pedesaan mempunyai tugas antara lain :

1) Menyiapkan bahan pembinaan serta penyusunan perencanaan

teknis pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi tersier dan

irigasi pedesaan;

2) Melaksanakan penyiapan, pemberian serta pembagian air irigasi

tersier dan irigasi pedesaan;

3) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengawasan serta

pengendalian pembangunan dan perbaikan pengairan

desa/irigasi tersier dan irigasi pedesaan;

4) Melaksanakan pemantauan evaluasi serta laporan tentang

pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi tersier dan irigasi

pedesaan; dan

5) Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan lembaga

pengelola irigasi.

g. Bidang Operasi dan Pemeliharaan

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Melaksanakan inventarisasi luas sawah, jaringan irigasi dan

bangunan pelengkapnya, sumber/mata air, sumber air tanah dan

sumber air lainnya;

2) Melaksanakan penelitian dibidang operasi serta pemeliharaan,

hidrologi dan hidrometri;

3) Merencanakan dan melaksanakan penyediaan air irigasi serta

penetapan prioritas pembagian air;

4) Menyiapkan bahan untuk penyusunan, penetapan tata tanam

pembagian air irigasi serta pedoman dan tatalaksana;
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5) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap jaringan

irigasi dan bangunan pelengkapnya serta  pelaksanaan

penggunaan air irigasi dan tata tanam;

6) Menyusun laporan tentang pelaksanaan operasi dan

pemeliharaan pemanfaatan air irigasi, dan bangunan

pelengkapnya;

7) Menyusun laporan tentang pelaksanaan pemeliharaan jaringan

irigasi dan bangunan pelengkapnya serta penanggulangan akibat

bencana alam pada saluran sungai; dan

8) Melaksanakan koordinasi terhadap penertiban sempadan air,

bangunan diatas jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya.

h. Seksi Umum, Peralatan dan Pembekalan

Seksi Umum, Peralatan dan Pembekalan mempunyai tugas sebagai

berikut :

1) Menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan, pembekalan

dan saran prasarana Dinas;

2) Melaksanaan pengadaan, penggunaan, penyimpanan, serta

pemeliharaan barang peralatan dan pembekalan;

3) Menyiapkan bahan untuk menyusun alokasi serta melaksanakan

distribusi barang peralatan dan pembekalan; dan

4) Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta

melaksanakan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang

dikuasai Dinas.
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i. Seksi Perencanaan

Seksi perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Melaksanakan survey, pemetaan penelitian dan penyelidikan

untuk menyusunan perencanaan teknis jaringan irigasi, drainase

dan bangunan di sungai;

2) Melaksanakan studi kelayakan dan analisis dampak lingkungan

serta melaksanakan dokumentasi teknik bidang pengairan;

3) Menyiapkan bahan penyusunan rencana teknis pembangunan,

peningkatan dan pengendalian sarana pengairan; dan

4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan

serta manfaat pembangunan pengairan.

j. Seksi pembangunan

Seksi pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembangunan dan

rehabilitasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan di sungai;

2) Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi,

drainase dan bangunan di sungai;

3) Melaksanakan kegiatan analisa dampak lingkungan serta

melaksanakan dokumentasi teknik bidang pengairan;

4) Melaksanakan pemeliharaan drainase dan bangunan di sungai;

dan

5) Melaksanakan pengendalian banjir dan penanggulangan akibat

bencana alam.

k. Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas yakni melakukan survey,

inventarisasi, penelitian, perencanaan, pemantauan, pengawasan,

pengendalian jaringan irigasi, drainase serta bangunan pelengkapnya
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dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan

dan Rehabilitasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

l. Seksi Penyuluhan dan Perijinan

Melakukan inventarisasi , pengkajian, pemberian ijin, pendataan,

pembinaan, pelatihan, laporan evaluasi bagi pemakai sarana

pengaiaran/sumber daya air serta bangunan pelengkapnya dan tugas-

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Manfaat sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Kegiatan Pokok

Setiap organisasi memiliki visi untuk memberikan pelayanan yang

terbaik kepada suatu daerah atau masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan

melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa.

Pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab. Jember bergerak dibidang jasa

yakni dengan memberikan pelayanan kepada petani terutama. Pelayanan jasa

kepada petani mencakup pembagian air kepada para petani disaat musim

kemarau, untuk mengatur pintu-pintu air yang ada disaluran dsb.
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3.4 Kegiatan Pada Bidang Tata Usaha Pada Sub. Bagian Keuangan

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi

umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan rencana

program dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian

Tata Usaha mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta

pembinaan organisasi dan tatalaksana;

2. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian,

peralatan dan perbekalan;

3. Menyiapkan bahan penggunaan perlengkapan rumah tangga dinas,

kearsipan, surat menyurat, dokumentasi dan kepustakaan;

4. Menyiapkan data untuk penyusunan pedoman organisasi dan tata laksana,

pengumpulan dan penyebaran informasi serta kegiatan hubungan

masyarakat;

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.5 Kegiatan Pencairan Dana Anggaran SKPD

3.5.1 Kegiatan Pencairan Dana Ganti Uang (GU)

a. Membuat Surat Perintah Tugas (SPT);

b. Membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);

c. Membuat kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

d. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);

e. Mengkoreksi kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat

Perintah Membayar (SPM);

f. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

g. Mencairkan dana; dan

h. Membuat laporan pencairan dana.
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3.5.2 Kegiatan Pencairan Dana Langsung (LS)

a. Membuat kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

b. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);

c. Mengkoreksi kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat

Perintah Membayar (SPM);

d. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

e. Mencairkan dana; dan

f. Membuat laporan pencairan dana.
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BAB 5. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Pengamatan dan Penjelasan kurang lebih satu bulan

melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) mengenal Prosedur Pencairan Dana

Anggaran SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Jember, maka

hasil PKN tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Pencairan Dana Anggaran SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum

Pengaitan Kabupaten Jember sebagai berikut :

a. Prosedur Pencairan Dana Uang Persediaan (GU)

1. Pertama PPTK membuat SPT;

2. Kemudian Bendahara Pengeluaran Membuat  SPJ rampung  untuk

membuat SPP-GU, yang terdiri dari SPJ, lembar control, surat

pertanggung jawaban mutlak SPM, dan Laporan

Pertanggungjawaban ganti uang;

3. Kemudian PPK-SKPD meneliti kelengkapan SPP-GU, jika sah

maka akan diterbitkan SPM-GU; dan

4. PPK-SKPD menyerahkan SPP-GU dan SPM-UP ke PPKD

kemudian diteliti jika sah maka PPKD menerbitkan SP2D.

b. Prosedur Pencairan Dana Langsung (LS)

1. Bendahara Pengeluaran membuat kelengkapan SPP-LS terdiri dari

: surat pengantar, ringkasan, rincian, lembar control, dan surat

pertanggungjawaban mutlak SPM;

2. Kemudian PPK-SKPD meneliti kelengkapan SPP-LS jika sah

maka akan diterbitkan SPM-LS;

3. PPK-SKPD menyerahkan SPP-LS dan SPM-LS ke PPKD

kemudian diteliti, jika sah maka PPKD menerbitkan SP2D; dan

4. Kemudian akan ditransfer ke rekening SKPD.
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2. Pelaksanaan pencairan dana anggaran SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum

Pengairan Kabupaten Jember sebagai berikut :

a. Membuat dan merekap surat masuk dan surat keluar;

b. Mengelompokkan pajak belanja kegiatan; dan

c. Mengentri pajak dengan menggunakan e-SPT.
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